
1. Pasal 18 ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik· 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 078, clan Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang 
Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi 
Sulawesi Tenggara [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 23, Tam.bahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3206); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Peinerintah Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2461, Tambahari 
Le~baran Negara Republik Indonesia Nomor 5587}: 
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan 
Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
n-~ ....... L .... - TT .. ~----_ .... __ Tr- .J--- .... __ ... , ... ·- -·"'T- ·-- - . ,..,.. IT\ 1 

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri 
Pendidikan clan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 
tentang Penerimaan Peserta Diclik Baru pada Ta.man 
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah' 
Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah 
Kejpruan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
.\ 

diniaksud dalaro huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Kolaka Timur tentang Sistem Zonasi Penerimaan 
Peserta Didik Baru. 

BUPATI KOLAKA TIMUR, 

· DENG.AN RAHMAT TIDIAN YANG MAHA ESA 

. ... 

Mengingat 

• 
Menimbang 

PE~RIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, 
. SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 

DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR 

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR 
NOMOR : _1 TAHUN 2020 

TENT ANG 

BUPATI KOLAKA TIMUR 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

l~j 
~ 

,, 
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:r ... 

• 

1014 tentang Pemerint.ah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Norn.or 24, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang 
Standar Nasional Pendidikan yang telah direvisi terakhir 
menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013; 

6. 'Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pe.ndanaan Pend.idikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 

· Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nornor 17 Tahun. 
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Penclidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

·;Indonesia Nomor 5157); 
8. -Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

"Pembiriaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
·Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu~Hk 
'Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 6041); ·:r 

9 .. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
. IJ 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lemba~an 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207); ,; 

10. Peraturan Menteri Pendidika.n dan Kebudayaan Non;\t;,r 
22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan 

e- 
-Dasar clan Menengah [Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 955); tr 

11 . Peraturan Menteri Pend.idikan dan Kebudayaan NOJllOI' 
11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata KeJja 
Kementerian Pendidikan clan Kebudayaan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 57f5) 

"sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2CL19 

:tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikgn 
dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang 

!·~· 
· Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Penclidikan dan 
Kebudayaa.n (Berita Negara Republik Indonesia Tanuri 

.2019 Nomor 236); i; 
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Sistem 

Pendidikan Daerah; ;., 
13.Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 ten~g 

1, Pembentukan Organisasl Perangkat Daerah ling~p 
Kabupaten Ko1aka Timur, sebagaimana telah diu~~h 
dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

;: 

• 

, 
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1_3. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran 
satuan kelas dalam satu Sekolah. 

,i 
11. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah 

penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah. 
12. Rombongan Belajar adalah kclompok peserta didik yang terdaftar pada 

bentuk Sekolah anak usia dini padajalur pendidik:an formal. ·.~ 
9: Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingka.t SD, adalah salah satu benfilk . ~., 

· satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pa.qa ' 'P• 
jenjang pendidikan dasar, .1 .. , 

10. Sekolah Menengah. Pertama, yang selanjtitnya disingkat SMP, adalah satah 
satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pcndidi~ 

"\• 
umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, a;\au . . 
bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari basil belajar yang diakui sama 
atau setara SD atau Ml. 

.. 
salah S:\1-lU 

v .bidang pendidikan, 
7. Sekolah adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. 
8: Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah 

6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan ?,di 
• ... 

·; . 
.~ I Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Kolaka Timur. 

. 5. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

4. Organisasi Perangkat Da.erah dan selanjutnya d.isingkat OPD adalah 

,;,·· 

penyelenggara Pemerint:ah Daerah. 
3.. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur. 

. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

: r., )',. 
',!: 

\,i ,. 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kolaka Timur . 

. , 
;'' Pasal l 

i,f 
" . • 

. ' ' ;~ BABI 
KE'l'ENTUAN UMUK 

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG!H 
PENERIMAAN PESERTA DIDil{ BARU PADA T.AMAN.;.: 
KAN AK-KAN AK, SEKOLAB DASAR, DAN SEKOLAH:: 1 

~GAH PERTAMA DI KABUPATEN KOLAKA TI1'4UR f:. 

Menetapkan 

... MEMUTUSKAN : 

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah lingkup .. u. 
Kabupaten Kolaka Timur. ..:.: 

'fl 
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~: . : - • , ,. ----~ 1-.~_...,.,..,alrntAn VSU(l dilaknkan SCCara terbuka; 
a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru ;I)ada 

' .. 
(2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari .<' 

tahap: 

i" •. pada bulan Mei setiap tahun. 

(1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PP.DB I . 

I'' t C: 

Pasa14 I . 
• 

. 
;, Bagian Kesatu 

Pelakssnaan ;. -. 

BAB II 
TATA CARA PPDB 

,· ': 
.. melaksanakan 
·:i.. 

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk: 
a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan; 

"b, digunakan sebagai pedoman bagi Kepa1a Sekolah dalam 
PPDB. 

r Pasal 3 
' .. :· .. atau agarna terten~. 

. Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender 

,, ... 
c. transparan; 
d. akuntabel; dan 
e. berkeadilan. ' ., 

(2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan b~ 
... '·. 

' ' 

I, . .'· 

,., 
"' ,:. ,, (1) PPDB dilakukan berdasarkan: 

a. nondiskriminatif; 
b. objektif; 

·,;_ 
·" Pasa.l 2 

dari satuan pendiclikan yang terus menerus diperbaharui secara online, 

~istem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan'-~ 

Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendid~: 
~ tenaga kependidika.n, dan substansi pendidikan yang datanya bersumbe~i 

. . 
Lulusan yang dinyatakan dalam kategori. . . 

\ . 
15. Data Pokok Pendtdikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah sua~;1. 

t " 

14. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surati. 
r 

keterangan yang berisi Nilai UN serta tingkat capaian Standar Kompetensi ~ 

,·. ·, 
\.l'. 
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dilaksanakan depgan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) 
dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan 

i 'V 

· ' - - -- ...... n,faft:nan PPDB yang telah clitentukan. 

1~: 
,{l) Pendaftaran. PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat {2} huruf b 

Pasal6 

Pend.aftaran 

lainnya. ,; 

(4) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud padajayat . .. 
(2) huruI d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB. .'t 

(5) Penetapan peserta didik baru dilakukan berda.sarkan hasil rapat dewan ;guru 
yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan rnelalui keputusan kepala 
Sekolah. 

. 
perpindahan orangtua/walin dan jalur prestasi; 

d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas l SD, dan kelas 7 s,..,ip 
sesuai dengan data Rombongan Belajar dalarn Dapodik; dan 

e. tanggal penetapan pengu.muman hasil proses seleksi PPDB. 
(3) Pengumuman pen9aftaran penerimaan cal.on peserta didik baru sebagaimana 

climaksud pada ayat (3) melalui papan pengumuman Sekolah maupun media 
I ~ 

. '· 

• . 

L 
(1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana. - . 

climaksud dalarn Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
bagi: 
a. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan 
b. satuan pendidikart yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima 

':•' danaBOS. 
(2) Pengumwnan pendaftaran penerimaan cal.on peserta didik baru sebagaimaria ., . ,. 

dimaksud pada pasa1 4 ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi 
.sebagai berikut , 

a persyaratan calon pescrta didik sesuai dengan jenjangnya; 
b. tanggal pendaftaran; 
c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur a.firm.asi, jalur 

. - ... Pengumuman Pendaftaran 

Pasa1 s 

' ·.· '. 

.!l • 
c, seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran; 

d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan 

e. 1daftar u1ang. 
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Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 81 dan Pasal 9·;· 
. I 

. clibuktikan dengan akta kelahiran a tau surat keterangan lahir yang ctikeluarkari , . 
..... 1,..1... -!h-1r ~ ..... _ _...,.... 1-..~-·-..-.. ...... ..-.- A..-. ..... A.:l1Ct...-.~1;"'~._. "'1.:i.h 1,.,~h /l,.e'P"'\":Jl1~ ,4,,::aeo~ OiPtiP'l"'nt'\Qt. 

Pasal 10 • 

sederajat. 

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 {tttjuh) SMP: . . 
a. berusia paling tinggi 15 (lima belas} tahun pada tanggal 1 Juli tahun 

berjalan; dan . 
. b. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk. lain yang. 

. ;~ 

Pasal 9 • !., 
,! . ; 

dan kesiapan psikis. yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari:' 
psikolog profesional, 

(4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 

terscdia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah . 

(~) Sekolah wajib rnenerirna peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai 
,\ 

dengan 12 (dua belas) ·_tabun. 
(3) Pengecualian syarat •' usia paling rendah 6 (enam) tahun eebagaimana'', 

" ,•:i 

dimaksud pada ayat (I} hwuf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enamf · 
bulan pad.a tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon" 
peserta didik yang memililtl potensi kecerdasan dan/atau bakat istirnewa. 

' 

J 
' . . , 
" re •• 

-, (1} Persyaratan calon peserta dictik barn kelas l (satu) SD bcrusia: 
· -, ; a. 7 [tujuh) tahu~ sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau 

. b. ~aling rendah 6 (enarn) tahun pada tanggal I Juli tahun berjalan. 

Pasal 8 

dan 
b. berusia 5 (lima) tahun sampai dcngan 6 [enam] tahun untuk kelompok B. 1~·. 

:,: 
. Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah: ,;; 

.a. berusia 4 (empat) tahun sarnpai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;·'' . . 

Bagi.an Kedua 

Persyaratan 

Pasal 7 

mekanisme luar jaringar (luring) dengan melampirkan fotokopi dokumen yang.i; 
dibutuhkan sesuai dengan persyaratan. -;; 

(3) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui,.;,, 
; 
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a. zonasi; 
b. afirrnasi; 

, (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jarur sebagai berikut: 

Pasal 15 

Bagian Ketiga 
Jalur Pendaftaran PPDB 

• 

Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data 
l 

peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling 
sedikit 2 (dua) kali dalam 1 [satu] semester . 

Pasal 14 

mampu. 

I 

a. menyelenggarakan pendidikan khusus; 
b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus, dan 
c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, dapat melebihi 

persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud . . 
dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) huruf a, Pasal 9 huruf a. 

(2) Ketentuan meleblhi persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berlaku juga bagi <:111ak yang berasal dari keluarga ekonomi tidak 

(1) Sekolah yang: 

Pasal 13 

Pasal 12 

Ketentuan terkait persyaratan usia dan mcmiliki SHUN sebagaimana dimaksud·· 
. ' . '· 
dalarn Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 dikecualikan bagi peserta didilt, 
penyandang disabilitas di Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif. 

negeri selain rnemenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9: 
wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang menanganf 

bidang pendidikan dasar dan menengah. 
(2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta 

didik warga negara asing wajib mengilruti matrikulasi pendidikan Bahasa 
.Indonesla paling singkat 6 bulan yang diselenggarakan oleh SekoJah yang 

bersangkutan. 

(1) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga 

negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari Sekolah di luar · 
' 

Pasal 11 

' 
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' f. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan ··;- 
g. Sekolah di daerah yangjumlah pcnduduk usia Sekolah tidak dapat 

• memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan !.,_;, 

Belajar. .1l 
.,. 

(2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah di daerah ' 
yangjumlah penduduk usia Sekolah tidak d.apat mernenuhi ketentuan 
jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana ·'· 
dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang ,.l 

. menangani bidang pendidikan anak usia dini, d.asar dan menengah. 

e. Sekolah berasrama; .::i 

,.1 

.. . , 
(1) Ketentuan mengenaijalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud 

· dalam Pasal 15 dikecualikan untuk: 
a. Sekolah yang cliselenggarakan oleh masyara.kat; 
b. Sekolah Kerja Sama; 

• c. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus; 
• I 
d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; 
• 

Pasal 17 

( l) Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 ayat (4) tidak terpenuhi maka sisa .kuota clialihkan ke jahir 

zonasl atau jalur prestasi. 
, (2) .Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) tidak berlaku 

untukjalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu] 
SD. ·~ t 

Pasal 16 

(2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat {l) huruf a paling sedikit 

50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah. 
(3) Jalur afirmasi sebagaimana climaksud dengan ayat (1) huruf b paling sedikit 

15% (lima betas persen] dari daya tampung Sekolab. 
(4) ~alur. perpindahan tugas orang tua/wali sebagairnana dimaksud dengan ayaf 

· (1) huruf c paling bartyak 5% (lima persen] dari daya tampung Sekolah. 
(5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf d paling banyak 

-30% (tiga puluh persen) dari daya tampung Sekolah. 
(6) Sekolah dilarang membukajalur pendaft:aran penerimaan peserta diclik baru 

selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini. 
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{l) Penetapan zonasi dilakukan pada sctiap jenjang oleh Pernerintah Daerah 
sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili • 
peserta didik dengan Sekolah. 1 

I 

·(2) Penetapan zonasi oleh Pemerintah Daerah pada setiap jenjang sebagaimana 
' 

·dimaksud pad.a ayat (1) wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya 
. I 

tampung yang disesuaikan dengan ketersediaan jnmlab anak usia Sekoihli 
, pada setiap jenjang di daerah tersebut. '\ 

(3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memastikan ~1ha 
wilayah administrasi masuk dalam penetapan zonasi sesuai dengan jenjilltg 

ll 

' ' .. Pasal20 
r . I /, 

J { persyaratan. 

Pasal 19 

{l) Calon peserta didik hanya dapat memilih l (satu) jalur dari 4 (empat) jalur 
· pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi, 
' ? • , 

(2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan 
• ! 

domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik 
dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur 

· prestasi di .hiar wil~ zonasi domisili peserta didik sepanjang mememlhi 

. . 
{l) .Dalrun melaksanakan PPDB melaluijalur zonasi dengan kuota paling sedikit' 

50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)' 
Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima 
calon peserta diclik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapk.an Pemerintah 
Dae rah. 

(2) Domisili calon peserta did:ik sebagaimana dimaksud pada ayat [I] 
berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat t 
(satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB. 

(3) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukuh 
tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat 
yang menerangkan oahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili 
paling singkat 1 [satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan dornisili, 

(4) · Sekolah memprio.ritaskan peserta diclik yang memiliki kartu keluarga atau 

surat keterangan domisili dalam satu wilaynh kabupaten/kota yang sama { 
, dengan Sekolah asal. 

Jalur Zonasi 

Pasal 18 

-9. 



· Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada 
"pasal 21 ayat (1) bagian a. -.1 

. {2) · Peserta didik yang Orang tua/walinya terbukti memalsukan but¢ 
" 

• •• • · - ·-'-- -- ..1-1-- ...,.....,,_..,,-m npn"nc:in::in keluarza t:i.dak mam.pu dari 

... 

Pasal 22 , . ·ri ,· 
(ll: Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat keterangan ya~~ 

. : mert.yatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan 
· bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari . ... . ~ 

a, peserta didik yang..berasal dari keluarga ekonomi ti.dak mampu; clan/ atau- 
-, 

;,. 'b. anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakarj. 
layanan inldusif. ( 

(2) Peserta , did.ik barn ¥ang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu 
; , sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan bu~ 

keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tida!~ 
',, 

mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 
·(3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didi~ ,. 

yang 1:>erdomisili di' dalam clan di luar wilayah zonasi Sekolah yang 
... ~.· 

bersangkutan, 

. . 
.. (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diperuntukkan . : . 

bagi: :: ,_ 

1.:· 
Jalur Afumaai 

Pasa.121 

,, 
'{ 

,, 
. . 

tertulis antar Pemerintah Daerah. 

ayat (1), Dinas Pendidikan Kabupaten melibatkan musyawarah atau1, 

kelompok kerja kepala Sekolah, 

(7) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau; 
kabupaten/kota, penetapan zonasi pada setiap jenjang sebagaimanaj 
dimaksud pada ayat {I) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara 

(4) Dinas Pendidikan wajib memastikan bahwa semua Sekolah yangr, 
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses PPDB telah { 
menerima peserta didik dalam zonasi yang telah ditetapkan, 

{5) Penetapan zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (l)'~; 
wajib diumumkan paling lama 1 [satu] bulan sebelum pengurrruman secara.v 

. ~j 

terbuka pendaftaran ~PDB. ; · 
'I 

(6) Dalam menetapkan zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada., · .. 

"' .,. 

-10- 



Pasal 25 

Jalur Prestasi 

mempekerjakan. 

. . ·r 
t (l).Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagalmana dimaksud dalam Pasal . ' 

15 ayat ( 1) huruf c ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di hiar 

zonasi Sekolah yang bersangkutan, 

(2) Perpindahan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan 
surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, a tau perusahaan yang 

Pasal 24 

(l} Perpindahan tugas o,rang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;/ 
ayat (1) huruf c dibuk.tikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, 
kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. 
Kuota jalur pcrpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk 
anak guru. 

. (2) 

:, 
I 

Pasal 23 

Jalur ~ermindahan Tu,eas Orang Tua/Wall 

.;; 
'.l: 

Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) • 
berlaku juga bagi Peserta Didik yang meroalsukan keadaan sehingga seolah~ 

J 

olah Peserta Didik. merupakan penyandang disabilitas, 

'(6) 

.. 
' ·, sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas. 

' 

~! 
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagairnana dimaksud pada 

, - If 
pasal 21 ayat {l) bagian a, akan dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah. 

1 
~ t- 

(3) Sanksi pengeluaran . dari Sekolah sebagairnana dima.ksud pada ayat (2). 
l ,i 

diberikan berdasarkan basil evaluasi Sekolah bersama dengan komite 
:ii 

Selrolah dan clinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya. J.: 
(4) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program 

penanganan keluarga tldak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerin~ . . . 
~aerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekolah bersama Dina~ 
Pendidikan Kabupaten wajib melakukan verifikasi data dan lapangan sertsk 
merrindaklanjuti hasil verifi.kasi sesuai dengan ketentuan perundang­ 
undangan. 

(5) · · P~yata.an bersedi~- diproses secara hukum sebagaimana dimaksud pada 
ayat·(3) berlaku juga bagi orang tua/wali yang terbukti memalsukan keadaaR 

-11- 
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zonasi yang ditetapkan. , , 
(3) Jika jara.k tempat tinggal cal.on peserta didik dengan Selrolah sebagaimana 

dimaksud pad.a aya_t (2) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/ daya 
tampung terakhir-; menggunakan usia. peserta didik yang Iebih wa 

· hP.TYl:=i!'::'lrbn ~nrM. keteranzan lahir atau akta kelahiran. 

(I) ~eleksi calon pesert.a didik baru kelas 7 (tujuh} SMP menggunakanjalur l 

zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi. :r-- 

(2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 {tujuh) SMP dilakukan dengan 

mempiioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam. wilaY,ah 
. '" 

,. 
;. 

Pasa1. 27 

: peserta didik yang terdekat dengan Sekolah. 
(4) Dalarn seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu} SO tidak dilakukan tes 

rnembaca, menulis, dan berhitung. 

diteta.pkan 

dengan urutan prioritas sebagai berikut; 
a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (l}; dan 

b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam. zonasi yang 
oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota. 

(3)' Jika usia calon pes~rta didik sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1) sama, 
· · maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon 

I. 

(1) Seleksi -calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan ja:lur 
r 

zonasi, afirmasi, danjalur perpindahan tugas orang tua/wali. L' 
(2) Seleksi calon peserta didik baru kelas I (satu) SD mempertimbangkan Jaiteria 

·: l 
Pasal 26 

Bagian Keempat 
Seleksi 

. .. 
(2} Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b diterbitkan 

paling. singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tangg~ 
pendaftaran PPDB. 

(3} .Peserta didik yang ~suk melalui jalur Prestasi merupakan peserta didik 
yang berdomisili.di luar zonasi Sekolah yang bersangkut.an. 

I . 

a. nilai uji.an Sekolah atau UN; dan/atau T1 
' 

b. hasil perlornbaan dan/ atau penghargaan di bidang akademik maupun 
nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat 

.: 
provinsi, dan/ atau tingkat k.abupaten/kota.. 

.. .. , 
' . 
: .· -12- 



;:, 

.... 
.l: 

Daerah dilarang: ; 
I ' 

a. menambah jurnlah Rom bongan Belajar, j ika Rombongan Belaj ar yang a'<;Ia ; 4 
telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dal~m 

. " ,/ 

st.andar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; clan/ atau 
b. rnenambah ruang kelas baru. 

. , , 
(4) Penyaluran peserta didik ke Sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ajat 

{3) dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan olih 
masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pernerintah Daerah, 

(5) Ketentuan sebagaimana dima.ksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat l3) 
. y 

dilakukan sebclum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB .. · .. 
'i 

(6) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah ~ ,. 

zonasi terdekat. 

~ • 1 

(1) Apabila berdasarkan hasll seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon 
t· . . 

peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan 
. i' 

kelebihan calon peserta c:lidik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai 
l ~ 

· dengan_kewenangal}nya. 

{2). ·Din~s pendidikan ~ sesuai dengan kewenangannya wajib menyaJur1«tP 
, kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada 
. b 

Sekolah lain dalam zonasi yang sama, 
(3) Dalam hal da:ya tampung pada zonasi yang sarna sebagairnana dimaksud 

, I I 

pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam .a 

Pasal 29 

. . 
dilakukan dengan memprioritaskan peserta c:lidi.k yang memiliki nilai ujian 
Sekolah berstandar nasional lebih tinggi. .. , 

," 

• 
(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang rnenggunakan; 

.mekanisme daring ~akukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggaj.1 

. 'terdeka.t ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan. !.:, 

(2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan . . . 
· .mekarrisme luring, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tingga] 

'calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah dalam zonasi yan? 
ditetapkan. 

(3) Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon 

peserta didikyang merniliki jarak ternpat tinggal dengan Sekolah sama, maka 

Pasal28 

;)_ ... 
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dipungut biaya. 

(l} Daftar ulang eebagafmana dimaksud dalam Pasa14 ayat (2) huruf e dilakukfu 
olch calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikil.h 
statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan 
menunjukkan dokumen asli yang dibutuh.kan sesuai dengan persyaratan.'. 

{2).Pend.ataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan statµs 
peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan. 

(3) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e tidak 

Bagian Keenam. 

Dafbr Ulang dan Pendataan Ulang 

Pasa133 

(2) Penetapan peserta didik barn dilakukan berdasarkan basil rapat dewan guru 
:· J J. 

yang.dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala 
Sekolah. 

(3) Dalam hal kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum 
.definitif, maka penetapan peserta didik barn dilaknkan oleh pejabat ya!]g 
berwenang. 

;: 

( 1) Pengurnuman pen eta pan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam . ' 
Pasal 4 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pend.aftaran dalam 

, . 
PPDB. 

Pasal 32 

,, 
:•. 
;~; 

Bagian Kelima 

Penguma:man Penetapan 

dilakukan ~engan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh Sekolah. 

'I 
Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi 1,: 

Pasa131 
" . 

I·: 
" 

Dalarn hal daya tarnpung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas . 
orang tua/wali tidak mencukupi, rnaka seleksi dilakukan berdasarkan jarak 

. . 
tempat tinggal terdekat ke Sekolah. 

1. •• ,. -· 
Pasal 30 

.. 
(·~ 

' .~. -14- 



• • 

, ~. . . 
• a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan 

bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan 

setelah: 

pendidikan dasar dan menengah; dan !~· 

c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang 

. dituju. . 1, . . - 
(2). Peserta didik setara' SMP, di negara lain dapat diterima di SMP di Indonesia 

! 

e», 
' 

a. surat pemyata~ dari kepala Sekolah asal; 
b. surat keterangan dari clirektur jenderal yang menangani bidang 

' i' 

( 1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat piadah kc SD di Indonesia setel~ 
memenuhi: 

~ .. Pasal 36 

(1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, 
·. antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau an.tar provinsi 
. l 

· dilaksanakan atas · dasar persetujuan KepaJa Sekolah asal clan kepala 
Sekolah yang dituj~. 

(2) Dalam hat terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada . ·. 

ayat (1), ma.ka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik. 
(3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

~ ,I 
(2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/at.au sistem zona~i 

.. yang diatur dalam Peraturan Bupati ini. 
1 

Pasal 35 

i ! 
t- 

BAB Ill 

PERPIRDAHAN PESERTA DIDIK 

t- 

(2) SekoJah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang: 
a. melakukan pungutan rum/ atau sumbangan yang terkait dengan 

pelaksanaan PPD\3 maupun perpindahan pesert.a didik; clan 
b. melakuka.n pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yani 

t' dikaitkan dengan PPDB. ., 

.·, 
! 

. . 
Sekolah. tidak. dipungut biaya. 

(1) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasionai 

Pasal 34 

. Biaya 
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p 
• ' .. .1 - .• 

{l) Dinas pendidikan _kabupaten melakukan koordinasi, pemantauan, dan 
evaluasi pelaksanaan PPDB. 

(2) Dinas .pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan 
PPDB kepada Kementerian melalui lernbaga penjaminan mutu pendidikan 
paling lambat 3 {tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB. 

. ~· Pasal39 

BAB IV 

PELAPORAN DAN PENGAWASAN 

Pasal38 

( 1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengirirnan, dan pemutakhiran data 
peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling 

"' sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester. I( 

(2) Sekolah wajib melaporkan pela.ksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik. 
an tar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah dalam 1'al 

. ·: Ini Dinas Dikmudora Kab, Kolaka Timur sesuai_ dengan kewenangannya, 
1, 

(3). Dinas Dikmudora kabupaten wajib memiliki kanal pelaporan untuk 
menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB. r 

(4) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran d~ . . 
pelaksanaan PPDB imelalui Jaman www.dikmudora.kolakatimurkab.qo.id. ~· • 

' 

. ~· 
nonform.al/informal 'ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), d~ 

ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik) 

(3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikari 

,. 
b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP ' 

\j 

yang bersangkutan. 

(1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterirna di so 
tidak pada awal kelas 1 [satu] setelah lulus tes kelayakan dan pcnempatan 

' ., 
yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan. 

. . . 
(2} Peserta didik jalur pendidikan nonfonnal/infonnal dapat diterima di SMP 

tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan: 
a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan 

-. ~ .. Pasal 37 

c. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang, 

pendidikan dasar dan menengah; dan ~\; 

d, lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang 
,','• 

dituju. :~. 

J", 
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Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh rnasyarakat yang menenma dana 
bantuan operaaional , Sekolah, mulai tahun ajaran 2020/2021 wajib 

r 

. melaksariakan PPDB dimulai pada bulan Mei. 

Pasal44 

' . . ,. BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Bupati ini, 

Pasal 43 

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan 
• persyaratan PPDB yang bertent:angan dengan ketentuan PPDB dalam Peraturan 

•. 

(2) Tata cara pembcrian sanksi sebagaimana dirnaksud pad.a ayat (1) 
' ~ dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .. . ' 

. ,, kepala Sekolah, gur::u,, dan/atau tenaga kependi.dikan berupa: 
1. teguran tertulis; 
2. penundaan atau pengurangan hak; 
3. pembebasan tugas; dan/ atau 

· 4. pem.berhentian sementara/tetap darijabatan. 

1" 
(1) Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini diberikan sanksi dengan ·~· 

ketentuan Dinas p~ndidikan kabupaten/kota memberikan sanksi kepada 

I' Pasal 42 

c. bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dikenai sanksi 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

.)· 

b. bi:dcti sebagai peserta !9,idik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, 
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22; dan 

., 
I ,, Pemalsuan terbadap: .. 

a. kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat {2); 

Pasal41 

BABV 

SANKSI 

oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya 

, 
Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini Dinae Pendidikan kabupaten-, . . . 
melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Sekolah yang diselenggarakan' .. ·, 

"":!.,.. 

~l ,, 
Pasal 40 

. ' 
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~ 1 
BERlTA DAERAII KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2020, NOMOR .... 

,: . 
r 

EKO SANTOSO BUDIARTO 

SEKRETARIS DAERAH KAB. KOLAR.A TIM.UR 
::l 

, 1i 

Diundangkan di : Tirawuta 
• 

Pada Tanggal April 2020 

H. TONY HERBIANSYAH 

PA RAF KOORDINASI ~ 

' . . 
/1 
\ 

Ditetapkan di : Tirawuta 
pada t.anggal April 2020 

I • 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Kolaka 
Timur. 

,. 
' 

.. 
BAB VU 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 46 

• 

Khusus untuk pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2019/2020, ketentuan 
mengenai dornisili calon peserta didik berdasarkan a1amat pada kartu keluarga · 
atau s~t keterangan d~misili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2f 
dapat diterbitkan paling singkat 6 (enam] bulan sebelum pelaksanaan PPDB. · i 

1 
•. i Pasal 45 

I,'! 

-18- 


	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_005.pdf (p.5)
	image_006.pdf (p.6)
	image_007.pdf (p.7)
	image_008.pdf (p.8)
	image_009.pdf (p.9)
	image_010.pdf (p.10)
	image_011.pdf (p.11)
	image_012.pdf (p.12)
	image_013(1).pdf (p.13)
	image_014(1).pdf (p.14)
	image_015(1).pdf (p.15)
	image_016(1).pdf (p.16)
	image_017(1).pdf (p.17)
	image_018(1).pdf (p.18)
	image_019(1).pdf (p.19)

